
WASHINGTON(IM) 
- Amerika Serikat (AS) telah 
menerapkan serangkaian sank-
si yang menargetkan program 
drone tempur Iran. Menurut 
AS, Iran dapat menggunakan 
program drone tersebut untuk 
menyebabkan kekacauan di 
kawasan dan Afrika Timur.

Departemen Keuangan AS 
pekan ini menjatuhkan sanksi 
terhadap tokoh Korps Pen-
gawal Revolusi Iran (IRGC) 
Saeed Aghajani yang meru-
pakan kepala komando unit 
kendaraan udara tak berawak 
(UAV). Sanksi juga menimpa 
dua perusahaan yang mengem-
bangkan drone Iran dan me-
nyediakan komponen untuk 
mereka yaitu Kimia Part Sivan 
dan Oje Parvaz Mado Nafar.

Program drone tempur 
Teheran adalah target utama 
sanksi Departemen Keuangan. 
Amerika Serikat mengatakan 
Aghajani merupakan tokoh 
di balik serangan terhadap 
fasilitas minyak Saudi pada 

2019 dan serangan terhadap 
kapal komersial di lepas pantai 
Oman pada Juli tahun ini.

Departemen Keuangan 
mengutuk pasokan drone Iran 
kepada kelompok-kelompok 
proksinya seperti Hizbullah 
di Lebanon dan Houthi di Ya-
man. Departemen Keuangan 
juga menyatakan UAV Iran 
telah terlihat di wilayah Tigray 
di Ethiopia yang sedang men-
galami konfl ik.

“Proliferasi UAV Iran di 
seluruh wilayah mengancam 
perdamaian dan stabilitas 
internasional. Departemen 
Keuangan AS akan terus me-
minta pertanggungjawaban 
Iran atas tindakannya yang 
tidak bertanggung jawab dan 
penuh kekerasan,” ujar Wakil 
Menteri Keuangan Wally Ad-
eyemo dilansir Middle East 
Monitor, Minggu (31/10).

Bulan lalu, Israel menuduh 
IRGC memberikan pelatihan 
UAV kepada kelompok-ke-
lompok milisinya di dekat kota 
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WASHINGTON(IM)- An-
gkatan Udara menjadi cabang 
militer Amerika Serikat (AS) 
pertama yang menghadapi peno-
lakan massal perintah vaksinasi . 
Setidaknya hingga 12 ribu perso-
nel Angkatan Udara AS menolak 
perintah untuk mendapatkan vak-
sinasi COVID-19 penuh meski 
ada perintah dari Pentagon .

Para pejabat telah memper-
ingatkan bahwa mereka yang me-
nentang perintah untuk divaksinasi 
penuh akan dikenakan hukuman, 
termasuk kemungkinan pemecatan 
dari dinas atau mereka dapat mengh-
adapi kemungkinan dihadapkan pada 
sistem peradilan militer. Pengecualian 
diberikan kepada mereka yang mem-
punyai masalah medis atau bertentan-
gan dengan perintah agama. Menurut 
data dari Angkatan Udara sebagian 
besar penerbang tugas aktif, lebih 
dari 96 persen, setidaknya sebagian 
harus divaksinasi.

“Gelombang pemecatan dapat 
mengguncang sistem personel 
Angkatan Udara dan menyebabkan 
tantangan signifi kan di dalam unit 
yang harus siap untuk merespons 
krisis pada saat itu juga, terutama 
jika beberapa pekerjaan vital  sep-
erti pilot atau awak pesawat  terlalu 
terwakili di antara mereka yang 
bisa menghadapi pemecatan,” kata 
Katherine Kuzminski, seorang 
pakar kebijakan militer di lembaga 
pemikir Washington Center for a 
New American Security.

“Fakta bahwa itu adalah pilihan 
yang mengarah pada potensi hilan-
gnya kesiapan sangat mencolok,” 
imbuhnya seperti dikutip dari The 
Washington Post, Minggu (31/10).

Angkatan Udara adalah dinas 
militer terbesar ketiga, tepat di 
belakang Angkatan Laut, dengan 
324.000 penerbang tugas aktif, 
membuat bahkan 3 persen dari 
jajarannya menjadi angka yang 
substansial. Sebagai perbandingan, 
personel yang ditugaskan ke Pan-
gkalan Angkatan Udara Nellis di 
Nevada, salah satu instalasi mimlter 
terpadat di AS berjumlah sedikit di 
atas 10.000 pada tahun 2019.

Angkatan Udara AS menolak 
untuk mengatakan berapa banyak 
penerbang yang tampaknya lang-
sung menolak vaksinasi versus 
berapa banyak yang mendapatkan 
pengecualian atau memilih ke-
luar karena mereka sudah dekat 
dengan jadwal keluar dari militer.

“Angkatan Udara akan meri-
lis beberapa rincian setelah teng-
gat waktu minggu depan berlalu,” 
kata Ann Stefanek, juru bicara 
Angkatan Udara. 

Juru bicara Pentagon John 

Kirby mengatakan bahwa, se-
cara umum, jumlah pengecualian 
berdasarkan agama untuk vaksin 
apa pun sangat kecil. Angkatan 
Darat, dinas militer terbesar, hanya 
memberikan satu pengecualian 
medis permanen dan tidak ada 
pengecualian berdasarkan agama 
untuk vaksin virus Corona, kata 
para pejabat. Angkatan Laut belum 
memberikan pengecualian agama 
apa pun untuk vaksin medis apa 
pun – untuk virus corona atau lain-
nya – dalam tujuh tahun terakhir.

Keberatan vaksinasi berdasar-
kan agama berpusat pada garis 
sel janin yang digunakan dalam 
beberapa aspek pengembangan 
vaksin. “Hampir 87 persen tentara 
yang bertugas aktif  telah divaksi-
nasi penuh,” kata Kirby, meskipun 
keraguan di antara tentara cadan-
gan dan anggota Garda Nasional 
menurunkan tingkat untuk seluruh 
pasukan menjadi 68 persen.

The Washington Post menemu-
kan jumlah yang sangat bervariasi 
antar cabang, sebagian didorong oleh 
tenggat waktu dan alasan budaya 
yang berbeda. Anggota militer yang 
menolak untuk divaksinasi meng-
hadapi serangkaian potensi tindakan 
disiplin. Angkatan Udara AS men-
gatakan penerbang yang menolak 
dapat berubah pikiran setelah ber-
bicara dengan komandan mereka 
atau jika permintaan mereka ditolak, 
meskipun ketidakpatuhan lebih lan-
jut menghadapi serangkaian huku-
man, termasuk pemisahan paksa atau 
tuntutan pengadilan militer.

Pelanggaran serupa dapat di-
tangani secara berbeda di layanan 
lain, yang dianggap tidak adil oleh 
Rachel Van Landingham, mantan 
pengacara Angkatan Udara dan 
presiden Institut Nasional Keadilan 
Militer. “Menteri Pertahanan Lloyd 
Austin dapat dan harus menerapkan 
satu standar akuntabilitas, mengha-
pus para komandan dari proses dan 
membatasi hukuman pada pem-
berhentian administratif, daripada 
mengirim keputusan ke pengadilan 
militer,” katanya.

Austin kemungkinan tidak 
akan melakukan itu, menurut Van 
Landingham, karena militer itu 
bersifat parokial dan tidak ingin 
menyerahkan kekuasaan.

Para pejabat mengatakan 
hampir 40 rekrutan dalam jalur 
pelatihan Angkatan Udara baru-
baru ini dipaksa keluar dari dinas 
karena menolak untuk divaksinasi. 
Mereka dipulangkan menggunakan 
metode pelepasan untuk dengan 
mudah mengusir rekrutan yang gagal 
memenuhi standar sebelum resmi 
masuk militer.  gul

12 Ribu Anggota Angkatan 
Udara AS Menolak Divaksin

Menurut AS, Iran dapat menggunakan 
program drone untuk menyebabkan 
kekacauan di kawasan. 

AS Jatuhkan Sanksi 
atas Program Drone Iran

mengatakan Iran telah melaku-
kan pengayaan uranium hingga 
60 persen di situs Natanz. Am-
bang batas yang seharusnya 
dipatuhi Iran adalah 20 persen. 
Bertolak dari hal tersebut, IAEA 
berkeinginan meningkatkan 
frekuensi dan intensitas kegiatan 
pengamanannya di Pilot Fuel 
Enrichment Plant (PFEP) yang 
berlokasi di Natanz.

JCPOA disepakati pada 
2015 antara Iran dan negara 
kekuatan dunia yakni AS, Pran-
cis, Inggris, Jerman, Rusia, 
serta China. Kesepakatan itu 
mengatur tentang pembatasan 
aktivitas atau program nuk-
lir Iran. Sebagai imbalannya, 
sanksi asing termasuk embargo 
terhadap Teheran dicabut.

Namun JCPOA retak dan 
terancam bubar setelah mantan 
presiden AS Donald Trump me-
narik negaranya dari kesepakatan 
tersebut pada November 2018. 
Trump berpandangan JCPOA 
“cacat” karena tak turut men-
gatur tentang program rudal bal-
istik dan peran Iran di kawasan. 
Trump kemudian memberlaku-
kan kembali sanksi ekonomi 
terhadap Teheran. Sejak saat itu 
Iran tak mematuhi ketentuan-
ketentuan yang tertuang dalam 
JCPOA, termasuk perihal pen-
gayaan uranium.  tom

membahayakan kemungki-
nan dihidupkannya kembali 
kesepakatan nuklir 2015 atau 
Joint Comprehensive Plan of  
Action (JCPOA). Sementara 
Iran telah menghentikan ne-
gosiasi pemulihan JCPOA, ia 
telah mempercepat langkah-
langkah nuklir provokatif  
seperti produksi uranium dan 
logam uranium yang diperkaya.

“Iran tidak memiliki ke-
butuhan sipil yang kredibel 
untuk kedua tindakan tersebut, 
tetapi keduanya penting untuk 
program senjata nuklir,” kata 
para pemimpin Barat tersebut.

Biden, Merkel, Macron, dan 
Johnson bertekad untuk me-
mastikan Iran tidak akan pernah 
mengembangkan atau mem-
peroleh senjata nuklir. Sebelumnya 
Iran telah menyampaikan niatnya 
untuk kembali melanjutkan ne-
gosiasi pemulihan JCPOA yang 
terhenti di Wina, Austria.

“Kami sepakat untuk 
memulai negosiasi sebelum 
akhir November. Tanggal past-
inya akan diumumkan pekan 
depan,” kata Wakil Menteri 
Luar Negeri Iran Ali Bagheri 
pada Rabu (27/10), dilaporkan 
kantor berita Iran, Islamic Re-
public News Agency (IRNA).

Baru-baru ini, Badan En-
ergi Atom Internasional (IAEA) 
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PEMILU PEMKOT TBLISI - GEORGIA
Seorang perempuan menggendong anjingnya 
saat ia memasukkan kertas suara di tempat pe-
mungutan suara saat putaran kedua pemilihan 
pemerintah kota di Tbilisi, Georgia, Sabtu (30/10). 

Isfahan di Iran. Belum lama 
ini, drone Iran dilaporkan ber-
tanggung jawab atas serangan 
terhadap pangkalan militer AS, 
Al-Tanf  di Suriah timur.

Juni lalu, Iran juga meng-
klaim drone buatan mereka 
memiliki jangkauan sejauh 
7.000 kilometer. Jarak tersebut 
cukup jauh untuk menjangkau 
negara-negara di kawasan itu 
dan sekitarnya termasuk Israel.

Sebelumnya, AS, Jerman, 
Prancis, dan Inggris meng-
utarakan keprihatinan mereka 
yang besar atas perkembangan 
kegiatan nuklir Iran. Hal itu 
disampaikan setelah pemimpin 
keempat negara melakukan 
pertemuan di sela-sela KTT G20 
di Roma, Italia Saqbtu (30/10).

“Kami yakin bahwa tetap 
mungkin untuk segera mencapai 
dan menerapkan pemahaman 
tentang kembali ke kepatuhan 
penuh. Ini hanya akan mungkin 
jika Iran mengubah arah,” kata 
Presiden AS Joe Biden, Kanselir 
Jerman Angela Merkel, Presiden 
Prancis Emmanuel Macron, 
dan Perdana Menteri Inggris 
Boris Johnson dalam sebuah 
pernyataan bersama dikutip Al 
Arabiya.

Menurut mereka, berlan-
jutnya kegiatan pengembangan 
nuklir yang dilakukan Iran 

PERTEMUAN PAUS DENGAN PM INDIA
Paus Fransiskus bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Vatikan, Sabtu (30/10). 

IDN/ANTARA

PARADE HALLOWEEN DI TAIWAN
Seorang warga dengan kucingnya berpartisipasi dalam parade Halloween di 
New Taipei, Taiwan, Sabtu (30/10).

IDN/ANTARA

Kuwait dan UEA Usir Dubes Lebanon

Taliban Bunuh 2 Tamu Pernikahan 
Karena Mendengarkan Musik

KABUL(IM)-Pasukan Tali-
ban dilaporkan menembak mati 
dua tamu yang sedang menden-
garkan musik di sebuah pernika-
han. Hal itu disampaikan oleh pe-
jabat setempat dan seorang saksi.

Dikutip dari kantor berita 
AFP, Minggu (31/10), seorang 
kerabat korban mengatakan, 
prajurit Taliban melepaskan tem-
bakan ketika musik sedang di-
mainkan di sebuah pernikahan di 
Sorkhrud, di provinsi Nangarhar. 
Tembakan itu menewaskan dua 
orang dan melukai dua lainnya.

Terakhir kali Taliban memer-
intah Afghanistan, memainkan 
dan mendengarkan musik meru-
pakan hal terlarang. Sementara 
pemerintah baru saat ini belum 
mengeluarkan dekrit seperti itu.

Kepemimpinan Taliban ma-
sih tidak menyukai penggunaan 
musik dalam hiburan dan melihat-
nya sebagai pelanggaran hukum 
Islam. “Para pemuda itu memain-
kan musik di ruang terpisah dan 
tiga pejuang Taliban datang dan 
menembaki mereka. Dua orang 
terluka parah,” kata saksi mata 
kepada wartawan.

Qazi Mullah Adel, juru bicara 
gubernur Taliban di Nangarhar, 
membenarkan insiden itu tetapi 
tidak memberikan rincian lebih 
lanjut. Seorang sumber keamanan 

mengatakan, dua pria yang me-
nyerang pernikahan itu kini telah 
ditahan.

Di Kabul, juru bicara pemer-
intah Zabihullah Mujahid men-
gatakan dia tidak bisa mengon-
fi rmasi insiden itu, tetapi berjanji 
bahwa itu bukan kebijakan Taliban 
untuk mengeksekusi pecinta musik. 
“Di jajaran Imarah Islam tidak ada 
yang berhak untuk menjauhkan 
siapa pun dari musik atau apa pun, 
hanya untuk mencoba membujuk 
mereka. Itu adalah cara utama,” 
katanya dalam konferensi pers.

“Jika ada yang membunuh se-
seorang sendirian, bahkan jika mer-
eka adalah personel kami, itu adalah 
kejahatan dan kami akan membawa 
mereka ke pengadilan dan mereka 
akan menghadapi hukum.”

Pemerintah Taliban sebelum-
nya antara tahun 1996 dan 2001 
memberlakukan interpretasi yang 
sangat ketat terhadap hukum Islam 
dan hukuman publik yang keras.

Sementara itu, Taliban me-
nyerukan agar Amerika Seri-
kat dan negara-negara lainnya 
mengakui pemerintahan baru 
Afghanistan. Tidak diakuinya 
pemerintahan dan pembekuan 
dana pemerintah di luar neg-
eri disebut akan menyebabkan 
masalah, bukan hanya di dalam 
negeri, namun juga bagi dunia.

Seperti dilansir Reuters, Min-
ggu (31/10) diketahui tidak ada 
negara yang secara resmi men-
gakui pemerintah Taliban sejak 
para gerilyawan itu mengambil 
alih negara pada Agustus lalu.

Saat ini miliaran dolar aset 
dan dana Afghanistan di luar 
negeri juga telah dibekukan, bah-
kan saat ini Afghanistan mulai 
menghadapi krisis ekonomi dan 
kemanusiaan yang parah.

“Pesan kami kepada Ameri-
ka adalah, jika tidak diakui terus, 
masalah Afghanistan berlanjut, 
itu adalah masalah kawasan dan 
bisa berubah menjadi masalah 
bagi dunia,” kata juru bicara 
Taliban Zabihullah Mujahid.

Mujahid mengatakan alasan 
di balik perang antara Taliban 
dan Amerika Serikat juga karena 
keduanya tidak memiliki hubungan 
diplomatik formal. Setelah seran-
gan 11 September 2001, Amerika 
Serikat menginvasi Afghanistan, 
ketika Taliban menolak untuk 
menyerahkan pemimpin Al Qaeda 
Osama bin Laden.

Meski hingga saat ini ti-
dak ada negara yang mengakui 
pemerintahan Taliban, para pe-
jabat senior dari sejumlah negara 
telah melakukan pertemuan den-
gan pemimpin Taliban, di Kabul 
maupun di luar negeri.   ans

KUWAIT CITY(IM) - 
Tensi pertikaian di Teluk se-
makinpanas setelah Kuwait 
dan Uni Emirat Arab (UEA) 
mengikuti jejak Arab Saudi 
dan Bahrain dengan mengusir 
utusan diplomatik Lebanon . 
Pertikaian itu dipicu oleh per-
nyataan seorang menteri Leba-
non terkait krisis di Yaman .

Kementerian Luar Negeri 
Kuwait mengatakan telah me-
mutuskan untuk memanggil 
duta besarnya untuk Leba-
non guna berkonsultasi dan 
menuntut kuasa usaha Lebanon 
untuk angkat kaki dalam waktu 
48 jam.

“Ini kelanjutan dari per-
nyataan negatif  Lebanon dan 
kegagalan untuk mengatasi 
sikap yang tidak dapat diterima 
dan dikecam terhadap saudara 
kami Arab Saudi,” bunyi per-
nyataan yang dikeluarkan Ke-
menterian Luar Negeri Kuwait 
seperti dikutip dari Miami 
Herald, Minggu (31/10).

Sedangkan UEA men-
gatakan memutuskan untuk 
menarik diplomatnya dari Leba-
non dalam solidaritas dengan 
Arab Saudi. UEA juga melarang 
warganya bepergian ke Leba-
non, seperti dilaporkan kantor 
berita resmi UEA WAM.

Sebelumnya Menteri Infor-
masi Lebanon George Kurdahi 
melontarkan pernyataan kon-
troversial yang mengatakan 

IDN/ANTARA

JAKARTA (IM)- Seorang 
wartawan online di Filipina 
tewas ditembak di kediaman-
nya. Kematiannya menambah 
panjang daftar kasus pem-
bunuhan wartawan di Filipina.

Seperti dilansir Reuters, 
Minggu (31/10) Negara kepu-
lauan itu dikenal sebagai salah 
satu tempat paling berbahaya 
di dunia bagi jurnalis, dan seba-
gian besar pembunuh mereka 
tidak mendapatkan hukuman 
atas perbuatannya.

“Orlando Dinoy, seorang 
wartawan untuk media online 
Newsline Philippines dan pem-
bawa berita untuk Energy FM, 
ditembak enam kali oleh seorang 
pria bersenjata yang menerobos 
masuk ke apartemennya di Kota 
Bansalan, Pulau Mindanao,” kata 
kepala polisi setempat Mayor 
Peter Glenn Ipong.

Petugas kepolisian masih 
menyelidiki terkait motif  pem-
bunuhan sang reporter media 
online tersebut. “Salah satu 
faktor yang kami lihat adalah 

pekerjaannya sebagai seorang 
wartawan... tapi sejauh ini tidak 
ada yang bisa memberi kami 
petunjuk konkret,” kata Ipong 
kepada AFP.

Menurut Persatuan Jurnalis 
Nasional Filipina, kematian Di-
noy adalah pembunuhan ke-21 
sejak Presiden Rodrigo Duterte 
mengambil alih kekuasaan pada 
2016. Kepala polisi nasional 
Jenderal Guillermo Eleazar 
memerintahkan penyelidikan 
menyeluruh atas kasus ini, dan 
berjanji untuk melindungi para 
pekerja media dari serangan 
pihak-pihak tertentu.

Dalam sebuah laporan bu-
lan ini, Komite Perlindungan 
Jurnalis yang berbasis di New 
York, menempatkan Filipina 
di peringkat ketujuh dalam 
Indeks Impunitas Global, den-
gan 13 pembunuhan wartawan 
yang hingga kini masih belum 
terpecahkan. Negara ini telah 
masuk dalam indeks tahunan 
di laporan tersebut sejak 
dirilis pada tahun 2008.  gul

Wartawan di Filipina Tewas Ditembak 
Pria Misterius di Apartemennya

kelompok pemberontak Ya-
man, Houthi, membela diri 
serta menyebut Arab Saudi dan 
UEA sebagai agresor di Yaman.

Pernyataan Kurdahi me-
micu kecaman dari Arab Saudi. 
Pada hari Jumat, Arab Saudi 
mengatakan pihaknya menarik 
duta besarnya dari Lebanon 
dan memerintahkan utusan 
Lebanon untuk pergi sebagai 
bagian dari beberapa langkah 
yang diambil atas apa yang 
dianggap Riyadh sebagai per-
nyataan “ofensif ” yang dibuat 
oleh Kurdahi.

Monarki yang kaya min-
yak itu juga memberlakukan 
larangan pada semua ekspor 
Lebanon.

Arab Saudi adalah pe-
mimpin aliansi militer yang me-
merangi pemberontak Houthi 
yang bersekutu dengan Iran 
di Yaman.

Bahrain, sekutu Arab Saudi 
lainnya, pada hari Jumat juga 
mengusir duta besar Lebanon.

Pemer in tah  Lebanon 
sendiri memilih untuk tidak 
berkomentar, dengan men-
gatakan bahwa itu adalah per-
nyataan pribadi Kurdahi yang 
dibuat sebelum dia diangkat 
menjadi menteri pada bulan 
September.

Perselisihan itu terjadi saat 
Lebanon mengalami krisis 
ekonomi terburuk sejak perang 
saudara 1975-1990.  gul

YANGON(IM) – Lebih 
dari 160 bangunan di kota 
Thantlang, Myanmar hancur 
akibat kebakaran. Insiden itu 
dilaporkan terjadi akibat adanya 
serangkaian tembakan oleh 
pasukan pemerintah.

Di antara bangunan-bangu-
nan yang terbakar, dua di anta-
ranya adalah gereja. Thantlang, 
yang terletak di Negara Bagian 
Chin, sebagian besar telah 
ditinggalkan penduduknya. 
Mereka mengungsi karena 
sebelumnya pasukan pemerin-
tah sudah pernah menyerang 
daerah tersebut. Masyarakat di 
sana memang telah melakukan 
perlawanan keras terhadap 
kekuasaan militer Myanmar.

Terkait kebakaran terbaru, 
belum ada laporan tentang ko-
rban jiwa. Organisasi Save the 
Children mengatakan kantornya 
turut dilalap api. Menurut mer-
eka, gedungnya sengaja dibakar. 
“Kehancuran yang disebabkan 
oleh kekerasan ini sama sekali 
tidak masuk akal. Tidak hanya 
merusak salah satu kantor kami, 
itu berisiko menghancurkan 
seluruh kota dan rumah ribuan 
keluarga dan anak-anak,” katanya 
pada Sabtu (30/10).

The Chin Human Rights 
Organization (CHRO) men-
gungkapkan kebakaran di 
Thantlang yang terjadi sejak 
Jumat telah mereda pada Sabtu 
pagi. Menurut perkiraan mer-
eka, sekitar 200 rumah hancur. 
“Sebagian besar bangunan di 
jalan utama, yang memiliki 
kios-kios toko dan segala ma-

cam bisnis, telah hancur. Tidak 
ada yang tersisa untuk disela-
matkan,” ujar Wakil Direktur 
CHRO Salai Za Uk Ling.

Ia menduga kebakaran itu 
terjadi bukan karena insiden tapi 
akibat aksi yang disengaja. “Cara 
api menyala menunjukkan itu bu-
kan hanya tembakan roket pem-
bakar tetapi juga dengan sengaja 
membakar rumah dan bangunan 
secara manual,” ucapnya.

Terkait kebakaran di Thant-
lang, juru bicara pemerintah Mayor 
Jenderal Zaw Min Tun men-
gatakan hal itu bermula ketiga 
anggota People’s Defense Forces 
(PDF), sebuah milisi lokal, melan-
carkan serangan terhadap pasukan 
keamanan. Menurut Zaw Min 
Tun, para milisi bersembunyi  dan 
berlindung di rumah-rumah warga.

Zaw Min Tun meyakini 
sebelum para milisi melarikan 
diri mereka membakar rumah-
rumah yang menjadi tempat 
persembunyiannya. Pemadam 
kebakaran sulit menjangkau 
daerah tersebut karena Hakha, 
sebuah jembatan yang men-
ghubungkan kota-kota, telah 
diledakkan pada 21 Oktober.

“Tidak perlu dikatakan siapa 
yang meledakkan jembatan. 
Video-video ini dapat ditemukan 
di media penghancur negara,” 
kata Zaw Min Thin merujuk 
pada video yang beredar luas di 
media sosial yang menunjukkan 
beberapa bahan peledak dile-
dakkan pada rentang tersebut. 
Dia menggambarkan urutan 
peristiwa sebagai “plot yang 
disengaja”.   ans

Militer Myanmar Dituding 
Sebabkan Kebakaran 160 Bangunan


